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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di
lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan
huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf
dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya

dengan huruf latin :

Huruf arab| Nama Huruf latin Nama

\ Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa $ es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik di bawah)
& Kha Kh kadan ha

2 Dal D De

3 Zal z zet (dengan titik di atas)

B Ra R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy esdan ye

) Sad S es (dengan titik di bawah)
) Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za V4 zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ) Koma terbalik (di atas)

¢ Gain G Ge

- Fa F Ef




Qaf Q Ki

Kaf K Ka

Lam L El

Mim M Em

Nun N En

Wau W We

Ha H Ha
Hamzah ' Apostrof
Ya A" Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A a
Kasrah I i
4 dammah U u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
5 Fathah dan ya Ai adani
» Fathah dan wau Au adanu

v 9l




3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda Nama
huruf
LS| Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
.S Kasrah dan ya i i dan garis di atas
.9 Dammah dan wau u u dan garis di atas

4. Ta’ marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:
a. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
b. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- JUNI &% raudah al-atfal/raudarul atfal

fg/ ¢ 20 /0 - -
- el &l al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

o

- isdb talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau rasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu. Contoh J7 (Nazzala)



6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang

diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.
a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu. Contoh : il (Asy-

Syamsu).
b. Kata sandang diikuti oleh huruf gamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan atau sesuai pula dengan
bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf gamariah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanda sempang (-). Contoh _<dll  (Al-Qamaru)

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa Alif. Contoh 33U (7’ khudzu).

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim (kata benda)
maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf
atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata
tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

Bismillahirrazmanirrahim; s—slieiiafs 2
9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti



apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh : Wa ma

Muhammadun illa rasil.
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu

tajwid.
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ABSTRAK

Judul : Kontribusi Lembaga Hukum Islam Dan Lembaga Adat
Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan (Analisis
Putusan-Putusan Pengadilan Agama Panyabungan)

Nama : Muhamad Hasan Sebyar

Pembimbing : 1. Prof. Pagar Hasibuan, M.Ag
2. Dr. Sukiati Sugiono, MA

Upaya penyelarasan (harmonisasi) antara hukum adat dan hukum Islam (figih) telah lama
terjadi di Indonesia. Hubungan keduanya sangat akrab di dalam masyarakat terutama bagi
masyarakat yang memeluk agama Islam. Saat kedua hukum ini telah akur dan berharmonisasi,
dewasa ini kita melihat hukum Islam (figih) dalam masyarakat kembali dibenturkan dengan
hukum Islam yang tertulis (ganun dan gada). Sehingga muncul dualisme pemahaman yaitu
hukum Islam dan hukum Negara. Padahal ketiga hukum ini yaitu Hukum Islam, Hukum Adat,
dan Hukum Nasional telah saling berharmonisasi dan saling mengakui untuk menjadi satu-
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu harmonisasi antara lembaga hukum Islam dan
lembaga adat terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan. Pengadilan Agama Panyabungan
sebagai lembaga hukum Islam dan pelaksana kekuasaan kehakiman menggunakan surat
keterangan Hatobangon (tokoh adat) yang mewakili masyarakat setempat dalam menyelesaikan
perkara dispensasi kawin.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama: mengetahui dan menganalisis kontribusi
lembaga hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Panyabungan. Kedua; mengetahui dan menganalisis pola harmonisasi Lembaga Hukum
Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Panyabungan. Ketiga; menemukan metode harmonisasi antara lembaga hukum Islam dan
lembaga adat dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach),
pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan sosiologi hukum (Sosio
legal Approach).

Hasil penelitian ini terdiri dari tiga kesimpulan, yaitu 1) Kontribusi lembaga hukum
Islam dan lembaga adat adalah sebagai mediator dalam memecahkan masalah antara hukum
Islam yang berlaku dalam masyarakat dengan hukum yang dituntut oleh negara. 2) Pola
harmonisasi lembaga hukum Islam dan lembaga Adat dalam perkara dispensasi kawin terdiri
dari lima pola yaitu pola normatif, pola fungsional, pola superior, pola parsial, dan pola dinamis.
3) Metode harmonisasi antara lembaga Hukum Islam dan lembaga adat dalam pelaksanaan
dispensasi kawin dilakukan dengan tiga cara yaitu Harmonisasi Pemahaman, Harmonisasi Aktif
dan Harmonisasi Pasif.

Kata Kunci : Kontribusi, Lembaga Hukum Islam, Lembaga Adat, Dispensasi Kawin



ABSTRACT

Name : Muhamad Hasan Sebyar

Dissertation Title . Contribution of Islamic Legal Institutions and
Customary Institutions in the Implementation of
Marriage Dispensation (Analysis of Decisions of
the Panyabungan Religious Court)

Supervisor | : Prof. Dr. Pagar, M.Ag.

Supervisor Il : Dr. Sukiati, MA.

Efforts to promote alignment (harmonization) between customassssry law and Islamic
law (figh) have long been running nationally. The two laws have a close relationship in society,
especially among those who embrace Islam. When these two laws are starting to conform to
each other and harmonize, today has seen the clash between Islamic law (figh) and its written
versions (ganun and gadla) in society again. This clash has led to a dualism of understanding
between Islamic law and state law, even though the three legals — the Islamic legal, the
customary law, and the national legal — have harmonized and mutually recognized each other as
an inseparable unit. A harmonization between Islamic Legal Institutions and customary
institutions is well-represented by the collaboration between Panyabungan Religious Court as
the executor of judicial power and Hatobangon (traditional leaders) who represents the local
community in resolving cases of marriage dispensation.

This study aims to, firstly, identify and analyze the harmonization of Islamic legal
Institutions and customary institutions in implementation of marriage dispensation at
Panyabungan Religious Court; second, find out and analyze the pattern of harmonization
between the Islamic legal institutions and the customary institutions in implementation of
marriage dispensation at Panyabungan Religious Court; and third, find out a method of
harmonization between Islamic legal institutions and Customary Institutions in implementation
of marriage dispensation at Panyabungan Religious Court.

This research is normative-empirical legal research. The approaches employed in this
research are conceptual approach, statute approach, and socio-legal approach.

The results of this study consist of three conclusions. First, The contribution of Islamic
legal institutions and customary institutions as mediators in solving problems between Islamic
law that applies in society and the law demanded by the state. Second, six patterns of
harmonization were identified between Islamic legal institutions and customary institutions in
marriage dispensation cases, i.e. normative pattern, functional pattern, superior pattern, partial
pattern, random pattern, and dynamic pattern. Third, the harmonization method between Islamic
Legal Institutions and Customary Institutions in implementation of marriage dispensation was
carried out by means of Understanding Harmonization, Active Harmonization and Passive
Harmonization.

Keywords: Contribution, Islamic Legal Institutions, Customary Institutions, Marriage
Dispensation
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